5.1

BABS
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang

dilaksanakan selama 5 minggu di Apotek Sumber Anom Pare maka dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Kegiatan PKPA di Apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker
lebih memahami mengenai peran, fungsi, dan tugas apoteker
dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek, selain itu
seorang calon apoteker harus memiliki kemampuan manajemen
yang baik serta dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan
mutu pelayanan apotek.

Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker
memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman mengenai
sistem manajemen pengelolaan apotek, yang meliputi pengelolaan
sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan seperti perencanaan,
pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi dan
perbekalan alat kesehatan, serta pengelolaan obat-obat narkotika
dan psikotropika.

Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker
mendapatkan kesempatan langsung untuk mempelajari dan
memahami kegiatan pelayanan kefarmasian. Bentuk pelayanan
tersebut antara lain adalah membantu pelayanan resep baik secara
tunai maupun kredit, pelayanan non resep untuk obat bebas, obat
bebas terbatas, obat wajib apotek, dan perbekalanan kesehatan

lainnya, serta pelayanan informasi obat, konseling.
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Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker
lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi
yang profesional, dimana seorang apoteker yang profesional harus
mempunyai kemampuan berorganisasi, mengerti tentang
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
profesinya, dan menjaga kode etik profesi, serta menguasai
manajemen apotek.

Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker
mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan
kefarmasian di apotek, seperti kesulitan berkomunikasi dan
menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama rekan sejawat,

tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat.

Saran

Sebagai calon apoteker harus mengoptimalkan pelayanannya baik
dalam komunikasi, informasi maupun edukasi tentang obat kepada
pasien. Pelayanan tersebut dapat disampaikan melalui leaflet,
brosur, dan penyuluhan langsung kepada pasien yang sedang
menunggu (informasi penyakit atau obat-obat tertentu).

Sebagai calon apoteker diharapkan mempelajari Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan
melaksanakannya dengan benar, sehingga meminimalisir
terhindar dari kesalahan atau kekeliruan yang dapat terjadi.
Sebagai calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri
dengan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatan di apotek,
perundang-undangan farmasi, sinonim dari obat-obatan juga
membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen

apotek
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